Menimbang: a.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR ¥ TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan
dasrah yang penling guna membiayal pelaksanaan
pemerintahan daerah;

bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomaor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu dilakukan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesual
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa izin trayek merupakan salah satu objek Retribusi yang
pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi |zin Trayek;

Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomoar 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);



10.

1.

12.

13.

U;graaﬂ'?-li.ll_ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

omor 12;"1Tbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437)- amhah;}n Lembaran Negara Republik Indonesia
dengan U é sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Perubah nKEng'U”da"Q Nomor 12 Tahun 2008 tentang
te 5, &d!'la Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

ntang LF‘emerlnlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inﬂonegla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubdlik Indonesia Nomor 4844}:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerqh
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 lentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3529),

Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfatan Isentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

» Yang dimak -
Daerah adalah Kabupaten Lghnng_ sud dengan:

Pemerintah F'usat: yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Repuijk Indnnas_la yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lebong,

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang maliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD}) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
Trayek adalah lintasan angkutan umum _unluk peiaylanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan lujuan perjalanan tetap
dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. - y

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermolor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas

rel, _ .
Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh

tenaga manusia dan/atau hewan. _ .
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Ke:ndaraan yang digunakan
untuk angkutan barang danfatau orang dengan dipungut bayaran.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.



15. Relribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan danfatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atay Badan,

16. Penzinan TE‘ﬂ?ﬁ‘u adalah kegiatan lertentu Pemerintah DEE‘I’Eh dalam
rﬂﬂg'ﬂﬁ I:IEI'I‘I'IJ?:'HHI'I izin I'.‘,!-_'lpa.da orang p“hﬂ-dl atau Badan yang dimakﬁudk'ﬂn
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaalan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang. prasarana, sarana alay fasiitas lerfentu guna melindung
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,

17. Wajib Retribusi adalah crang pribadi atau Badan yang menurul peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayafar

retribusi, tgrma_suk pemungul atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah sualu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

21. Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
sural untuk melakukan lagihan retribusi danfatau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemerksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan sualu standar pemeriksaan untuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kelenluan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah,

24, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya. o

25. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasifan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksankan pemungutan pajak dan retribusi

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUS|

Pasal 2

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dinamakan Retribusi |zin Trayek.
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Pasal 5

Retribusi

dalam Peratur ;s o o |
Tertentu. an Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan

BAB il
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan
jenis angkutan umum penumpang.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian alau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan cll_ lapangan, pen‘Egalﬁa_n
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negalif dari pemberian izin

tersebut.
Pasal 8

busi izin trayek adalah sebagai berikut :
Rp. 500.000,-/kendaraan/5 tahun
Rp. 500.000,-/kendaraan/S tahun

(1) Struktur dan besamya tarif retri
a. Angkutan Pedesaan
b. Angkutan Kota

(2) Struktur dan besarnya tarif Angkutan Insidentil Rp. 75.000,-/setiap kali jalan.

if 1Zi si ditetapkan sebagai berikul .
(3 Struktur besarnya tarif zin Opera et i

E- EEQ:U:Z“ #”:ik Sekolah Rp. 500.000,-/kendaraan/5 tahun.
. Angkutan Ta



(1)

@)

memperhatikan indeks harga da

Pasal 9
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan

n perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraluran Bupati,

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(%)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Waijib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wakiunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminisiralif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjul mengenai latg cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.

Retribusi terutang harus dilunasi Ealing Iar_'nhal; 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

nan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
t memberikan persetujuan kepada Waijib Retribusi
atau menunda pembayaran Retribusi, dengan
dministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

Bupati atas permoho
yang ditentukan dapa
untuk mengangsur
dikenakan sanksi @
sebulan.

K lebih lanjut mengen_ﬂi_t&mpal pembayaran, angsuran, dan
p:;ir::::;n pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
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(3)
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(2)
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Pasal 13

Retribusi  terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang

fﬂ'F-“*"I-"-*;"a”“;“f‘_"' STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan
Jun ih etnbusi yang harys dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waklu paling lama 15
(lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan

Ketentuan lebih lanjul men

enai 1ala car; i ialur dengan
Peraturan Bupali. g cara penagihan diall g

BAB VIl
KEBERATAN

Pasal 14

Wiajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Relribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayal {_3]
adalah suatu keadaan yang lerjadi di luar kehendak alau kekuasaan Wajb

Retribusi,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retnibusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

Bupati dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud padg ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Relribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Bupati.

ati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

Keputusan Bu ibusi
pu P mbah besarnya Retribusi yang terutang.

sebagian, menolak, atau mena

agaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Apabila jangka waktu seb e
pabila jang tu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

Bupati tidak memberi sua
dianggap dikabulkan.
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(1)

Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dik

! abul
pembayaran Retribus; dﬂ-:ramh:rigrr:
sebesar 2% (dua persen) sebulan ynty

sebagian alau seluruhnya, kelebihan
dengan ditambah imbalan bunga
k paling lama 12 (dua belas) bulan

Imbalan bunga sebagaimana di
_ a dimaksud ihi jak bulan
pelunasan sampai dengan d“‘?fh'rtkannygp;:; SE: (1) dihitung seja

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Relribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
p!annnhnnan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kepulusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayal (3)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Apabila Wajib Relribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLE.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bun_ga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lala cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan

Peraturan Bupati.
BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

nagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
ahun terhitung sejak saat lerutangnya Retribusi,
melakukan lindak pidana di bidang Retribusi.

Hak untuk melakukan pe
melampaui waktu 3 (tiga) !
kecuali jika Wajib Retribus



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kedaluwarsa peng iha !
tertangguh jika- Ihan Retribys; sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a  diterbitkan Syrg: Teguran: atau

b. ada pengakuan 4 T
maupun tidak |anggunngg Retribusi dari Waijib Retribusi, baik langsung

Dalam hal diterbi
itkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa : Ay
Teguran tersebut, - 9nan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

masih mempunvyai e 1
Pemerintah Ei:e:b;h. Wtang Retribusi dan belum melunasinya kepada

F’Edngak'-'-'i‘nzmang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahyi dari pengajuan permohonan angsuran

alau penundaan pembayaran da oleh Wajib
Relribusi. n pemohonan keberatan |

Pasal 19

Piutang Retribusi_ yang lidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuskan.

Bupali menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai 1ata cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Terhadap wajib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan,
pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

Pemberian Keringanan dan Pengurangan Relribusi dapat diberikan dengan

melihat kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek
Retribusi.

ngenai pemberian keringanan, pengurangan, dan

ih lanjut me :
Ketentuan lebin far) ur dengan Peraturan Bupati.

pembebasan Retribusi diat
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BAB X|
PEMERIKSAAN

Pasal 21

Elf;i‘;;uﬁg:‘ﬁﬂ:ng I'nelakuk;}n pemeriksaan unluk menguji kepatuhan
pe ewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Relribusi dalam

rangka melaksanakan peratyran otan daerah
dan Relribusi. perundang-undangan perpajaka

Wajib Retrihus_i yang diperiksa waijib:
a. memperihatkan dan/atay meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang:

b. memberkan kesempatan untuk memasuki (empat atau ruangan yand

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. ~memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Dan Relribusi Daerah, -

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk_melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil terlentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(4)

(1)

(2)

;ﬁl:; _keterangan atay laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
b. mtaneli._ti. mencan, dan man
pribadi atau Badan tentan
Eehupungan dengan tindak
c. meminta keterangan dan b

gumpulkan keterangan mengenai orang

g kebenaran perbuatan yang dilakukan

Pir'-'l:lana Retribusi Daerah:; 4 st Badan

ahan bukli dari orang pribadi atau

sehubungan dengan tindak pidana dj bidang Relgh?lsi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribus; Daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan DUkl
pembukuan, ~pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

f. ~meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g menyuruh berhenti danfatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau .

k. melakukan tindakan lain yang perfu untuk kefancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Refribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.



BAB Xxv
KETENTUAN PENUTUP

pgar seliap orang mengetahuinya

paerah ini dengan penempatannya ¢ memerintahkan pengundangan Peraturan

alam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
padatanggal 4#5--8 -2011

BUPATI LEBGNEK/
“?ﬁ %ft‘

. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
padatanggal 22- & _ 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

[ CEMERINTAH KABUPATEN LEBONE \
BAGIAN HUKUM




BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
peraluran Daerah ini mulai berlaky pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan Peraturan
i i gan era
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dzeragh Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal £ g _2011

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH
Diundangkan di Tubei

pada tanggal o - - g - 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

P

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR...8 .



